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Abstract : This article addresses how to assess public-sector service from the perspective of
government official performance in the Depok local government as a case study. We examine
performance from thefactors that focuseson discretion authority, change orientation , paternal -
ism culture, serviceethics, insentive system, and teamwork. The populationinthisresearchisthe
official at the office (dinas) inthelocal government, Depok, which is directly have a contact and
communication with public. Thisresearch applies simplerandom sampling. Data collection tech-
nigueisusing questionnaire with closed type given to the respondents. Data analysis methods used
in thisresearch is quantitative descriptive analysis. This study showsthat the public service per-
formance of the government officials in the local government, Depok in general is fairly good.
Support if incentive system therefore must be improved.
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Suatu pemerintahan yang modern dituntut untuk
mengutamakan kualitas pelayanan kepada ma-
syarakat melalui peningkatan efektivitas, efisien-
g, profesionalisme, dan akuntabilitas pemerinta-
hanitu sendiri sehingga dalam pelayanan terha-
dap masyarakat tidak dapat dilakukan secarasepi-
hak dimana masyarakatpun harus diberdayakan
(Ibrahim, 2008:16). Namun demikian, menurut
Prasojo (2006:6) pola pikir birokrat sebagai pe-
nguasa dan bukan sebagal pelayan publik telah
menyebabkan sulitnyame akukan perubahan kuditas
pel ayanan publik. Bandingkan dengan pemerintahan
Obamayang padamasaawal pemerintahantelah
membuat suatu programyang jelasmengena kinerja
pemerintah yang tidak mempermasal ahkan lagi
mengenai besar kecilnyabirokrasi tapi melihat
Kinerjapemerintah yang harustransparan, par-
tisipatif, dan kolaboratif (Balutis, 2009 : 44).
Orientasi birokrasi pemerintah yang me-
ngarah kepada pengutamaan pelayanan publik
daamrangkareformas administras harusmemen-
tingkan aspek kulturd. Reformas kulturd dianggap
merupakan reformas yang paling sulit, namun yang
harus dilakukan pertamakali karena merupakan
“bahasa pengantar” bagi peletakkan proses

reformas di setigp tahap dan setigp bagian. Refor-
masi kultura paling efektif dimulal dari pimpinan,
karena hanya pemimpin baru yang mampu mem-
bawanilai baru (Nugroho, 2001 : 405).

Telah banyak studi dilakukan berkaitan
dengan kinerjapel ayanan publik oleh gparatur peme-
rintah. Salah satu diantaranyayang menarik adalah
temuan hasil penelitian Ismayarto (2005 : 104) di
K abaupaten Sragen bahawate ah terjadi perubahan
paradigmalamadari dilayani menjadi paradigmabaru
melayani dengan tulusdanikhlas. Kinerjabirokras
yang dilakukan oleh gparatur pemerintah sebenarnya
dapat dilihat dari berbagai dimend, seperti produk-
tivitas, kuditaslayanan, respondvitas, repongbilitas,
dan akuntabilitas. Berbaga literatur yang membahas
kinerjabirokras pemerintah ddam rangkapdayanan
kepadamasyarakat padadasarnyamemiliki kesa-
maan substansd yakni untuk melihat seberapajauh
tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh
birokrasi pemerintah. Kinerja merupakan suatu
konsep yang disusun dari berbagai indikator yang
sangat bervarias sesua dengan fokusdan konteks
penggunaannya. Menurut Dadang Solichin dalam
Sjafrizal (2009:219) kinerja pada dasarnya
merupakan bentuk hasil pembangunan yang multi-
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dimensiond sehinggacaramengukurnyasanget ber-
variasi tergantung banyak faktor. Sedangkan
Dwiyanto et a (2006:6) ada6 indikator kinerja
aparatur dalam pelayanan kewenangan diskresi,
orientas terhadap perubahan budayapaternaistik,
etikapelayanan, ssteminsentif dan semangat kerja

Yang menjadi permasal ahan dalam pendli-
tianini adalah bagaimanakinerjagparaur pemerintah
daerah dalam rangkapelayanan publik, dan secara
khusus penelitianini dilakukan menyangkut per-
tanyaan pendlitian tentang: 1) Bagaimana kewena-
ngandiskres yang dimiliki oleh gparatur pemerintah
daerah; 2) Bagaimanaorientas gparatur pemerintah
daerah terhadap perubahan; 3) Bagaimanabudaya
paternalismeyang adadalam aparatur pemerintah
daerah; 4) Bagaimanaetikapel ayanan yang dilaku-
kanoleh gparatur pemerintah daerah; 5) Bagamana
penerapan sstem insentif terhadap aparatur peme-
rintah daerah; 6) Bagaimanasemangat kerjasama
aparatur pemerintah daerah.

Pendlitian ini dilakukan untuk mengetahui
kinerjapedayanan publik yang dilakukan oleh apa-
ratur pemerintah daerah. Pendlitianini sangat pen-
ting dan perlu dilakukan mengingat: 1) Reformas di
segal abidang mengamanatkan terci ptanyaaparatur
pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa
(clean government); 2) Otonomi daerah sudah
diberlakukan sgak ditergpkannyalUU No. 22 Tahun
1999 yang diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun
2004; 3). Dalam rangka peningkatan pelayanan
kepadapublik dituntut kinerjaaparatur pemerintah
daerah yang bebasdari KKN . 4) Dikeluarkannya
UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
yang mensyaratkan aparatur negaraatau pemerintah
haruslebih maksimal dalam melayani publik. 5)
K eberanian masyarakat dalam mengontrol kinerja
birokras apartur pemerintah daerah dalam hubu-
ngannyadengan pelayanan kepadapublik.

METODE

Sesua dengan tujuan penditian makapene-
litian ini menggunakan metode survey. Populasi
dalam pendlitianini adalah seluruh aparatur peme-
rintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan
masyarakat, di KotaDepok yang meliputi: Dinas
Pekerjaan Umum; Kantor Koperasi dan UKM;
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DLLAJR; Dispenda; Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil; dan Dinas TenagaKerjadan Sosial.
Sedangkan pemilihan sampd (sampling) dilakukan
secaraacak sederhana (Simple Random Sampling)
sehinggaterpilih 75 sampd.

Pengumpulan dataprimer dilakukan dengan
caramenyebarkan kuesioner (angket). Kuesioner
yang dirancang tersebut ditujukan untuk menjawab
pertanyaan yang berhubungan dengan variabd yang
adadalam pendlitian yaitu kinerjaaparatur Peme-
rintah Daerah K otaDepok dalam rangkape ayanan
publik. Variabel kinerjaaparatur pemeritah daerah
yang dianaisisterdiri atas 37 indikator yang dike-
lompokkan keddam6faktor, yaitu:1) kewenangan
diskres; 2) orientas terhadap perubahan; 3) budaya
paternaisme; 4) etikapelayanan; 5) Ssteminsentif;
dan 6) semangat kerjasama.

Datasekunder diperoleh baik daam bentuk
dokumen, laporan maupun datalain yang mendu-
kung penelitian. Selain itu dilakukan wawancara
untuk menambahinformas yang belum terkumpul
melaui kuesioner.

Datadari hasil kuesioner diedit, dikoding
danditabulas ddamtabel dan sdanjutnyadilakukan
analisisdengan bantuan perangkat lunak SPSS.

HASIL

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
dalam Rangka Pelayanan Publik.

Adas6 faktor yang digunakan dalam pendi-
tianini untuk mengukur kinerjagparatur pemerintah
kotadalam rangkape ayanan publik ( Dwiyanto,et
a, 2006: 8), yaitu:1) Kewenangan diskresi; 2)
Orientas terhadap perubahan; 3) Budayapaterna-
lisme; 4) Etikapelayanan; 5) Ssteminsentif; dan 6)
Semangat kerjasama. Berikut adalah tanggapan
responden menyangkut faktor yang berhubungan
dengan kinerjaaparatur pemerintah daerah dalam
rangkapel ayanan publik.

Kewenangan diskresi

Terdapat tiga pertanyaan penelitian yang
digukan menyangkut kewenangandiskres yaitu:(1)
Penyel esaian masal ah ketika pimpinantidak adadi
kantor. Dalam hal ini padaumumnya responden
meminta bantuan rekan, tanpa perlu menunggu
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kehadiran pimpinan, sebagianyang lain berinisatif
sendiri untuk memecahkan masa ah, dan hanyasedi-
kit yang menunda pel ayanan kepada masyarakat.
(2) Jikamenemui kesulitan dalam mel aksanakan
tugas. Sebagian besar responden memintapetun;-
uk atasan, beberaparesponden yang lain meminta
bantuan rekan, dan sebagian kecil berupayasendiri
untuk memecahkan masalah. (3) Penerapan prose-
dur pel ayanan yang berbedadengan petunjuk pelak-
sanaan (juklak). Padaumumnyaresponden me-
nyatakan tidak harusmengikuti juklak. Sebagian
yanglain menyatakan harusmengikuti juklak dalam
melayani masyarakat.

Orientasi terhadap perubahan

Terdapat tujuh pertanyaan penelitian me-
nyangkut orientasl terhadap perubahan yaitu: (1)
Penataran/pelatihan, studi banding atau studi lanjut
bagi pengembangan aparatur pemerintah. Kurang
dari separuh responden yang menganggap sangat
penting kegiatan tersebut, mayoritasrepsonden
menyatakan penting, dan hanyasedikut yang me-
nyatakantidak penting. (2) Ikut penataran/pelati-
han, studi banding atau studi lanjut dalam 5 tahun
terakhir. Terdapat separoh respondenyang menja-
wab ikut penataran/pel atihan, kurang dari separoh
responden mengatakan tidak ikut. (3) Motivas
utamamengikuti penataran/pel atihan, studi banding
atau studi lanjut. Sebagian besar responden termo-
tivas untuk meningkatkan kemampuan dalam
memberikan pelayanan, sebagian responden yang
laintidak menjawab. (4) Pegawa yangdikirimoleh
pimpinan untuk mengikuti penatarary pelatihan, sudi
banding atau studi lanjut. Ada hampir seluruh
responden yang mengatakan tel ah dikirim mengikuti
penataran/pel atihan sesuai dengn tugas dan peker-
jaannya. Hanya sedikit yg menyatakan dikirim
berdasarkan kedekatan dengan pimpinan. (5) Beban
yang di rasakan s amamenangani pekerjaan sehari-
hari. Sebagianbesar responden menganggap beban
kerja sifatnya relatif, kadang berat dan kadang
ringan. Sedangkan dsanyamenyatakan bebankerja
relatif ringan. (6) Membacabukuyangterkait dengan
pekerjaan sehari-hari. Sedikit respondenyangsddu
membaca buku, dan sebagian besar hanyakadang-
kadang sgjamembacabuku,, dan sedikit sekdi yang
tidak pernah membacabuku. (7) Bentuk perubahan
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yang dapat dilakukan agar pelayanan kepadapublik
menjadi lebihbaik. Mayoritas responden menga-
takan bahwauntuk dapat memberikan pelayanan
yang lebih baik adalah dengan menambah wawasan
dan pengetahuan. Responden yang lain menjawab
dengan memberikan ide perubahan. Sisanya
menyatakan puasdengan kondis yang ada.

Budaya paternalisme

Terdapat enam pertanyaan menyangkut
budayapaterndisme, yaitu: (1) Yang dilakukan gpa
bila pimpinan melakukan kesalahan. Terdapat
sebagian besar responden yang menyatakan mengi-
ngatkan pimpinan secaral angsung, sebagian respon-
denlain mengingatkan secaratidak langsung meldui
pihak ketiga, sedangkan sisanya membiarkan sgja
pimpinan yg melakukan kesalahan. (2) Pimpinan
memberikan perlindungan kerja dan pekerjaan
kepadabawahan. Terdapat separoh respondenyang
menyatakan kadang-kadang pimpinan memberikan
perlindungan dan pekerjaan kepada bawahan, dan
sisanyasebagian besar juga menyatakan pimpinan
selau memberikan perlindungan dan pekerjaan. (3)
Da am md aksanakan pekerjaan sehari-hari, memin-
tapetunjuk kepadaatasan. Terdapat |ebih dari sepa-
roh responden yang menyatakan kadang-kadang
memintapetunjuk, kurang darisseparohyang sdau
memintapetunjuk. (4) Mengutamakan kepentingan
pribadi dari padakepentingan masyarakat. Terdapat
lebih dari separoh responden yang menjawab ka-
dang-kadang, dan sebagian besar juga menyata-
kan merekatidak pernah mengutamakan kepen-
tingan pribadi pimpinan. (5) Pmpinankeba dantidak
peduli terhadap kritik. Terdapat separoh responden
menyatakantidak, yang lain menyatakan kadang-
kadang pimpinan kebal dan tidak peduli terhadap
kritik, sedikit yang menyatakan pimpinansdau kebd
dan tidak peduli terhadap kritik. (6) Pola pende-
legasian wewenang sesual prosedur. Lebih separoh
responden menjawab selalu, dan sebagian besar
lainnya menjawab kadang-kadang pendel egasian
wewenang sesuai prosedur.

Etika pelayanan

Adade apan pertanyaan sehubungan denga
etikapelayanan, yaitu: (1) pembedaan pelayanan.
Sebagian besar menyatakan tidak membedakan
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pelayanan, dan yang lain menyatakan kadang-
kadang, dan hanyasedikit yang selau membedakan
perlakuan terhadap anggota masyarakat.(2)
Pemberiaan sapaan. Sebagian besar responden
menyatakan selalu menyapa para penggunajasa,
yang lain menyatakan kadang-kadang sgja, dan
sedikit yang tidak pernah menyapa sama sekali.
(3)prioritas pelayanan sesua dengan daftar urutan
antri. Hampir sebagian besar responden menjawab
selau, sedikit yang menjawab kadang-kadang, dan
sangat sedikit sekali yang menyatakantidak pernah.
(4) Mintauang pelicinddam memberikan peayanan
kepadamasyarakat. Seluruh responden menyatakan
mereka tidak pernah memintauang pelicin kepada
anggotamasyarakat. (5) Meayani masyarakat yang
mintauntuk segeradilayani, meskipun melanggar
aturan. Sebagian besar menyatakan tidak pernah,
dan hanya sebagian kecil sgjayang menyatakan
kadang-kadang melayani masyarakat yang minta
untuk segeradilayani, meskipun hal itu melanggar
aturan. (6) Merasa dilecehkan/direndahkan jika
masyarakat memberikan uang jasasebagal ucapan
terimakasih. Lebih dari separoh responden menya
takan kadang-kadang merasadilecehkan atau diren-
dahkan, dan sebagian besar responden jugatidak
merasadilecehkan jikaadaanggotamasyrakat yang
memberikan uang jasasebagal ucapanterimakasih.
(7) Yang dilakukan jikamasyarakat menanyakan
mengena prosespenye esaian kasus. Padaumumnya
menyatakan akan menjelaskan secarajelasdn me-
muaskan, sedangkan sisanyayang sedikit mem-
berikan penjelasan apa adanya. (8) Perbedaan
menyangkut biayape ayanan. Sebanyak hampirtiga
perempat responden menyatakan kadang-kadang
menerapkan perbedaan biaya dalam pelayanan
kepadamasyarakat, yanglain menyatakan kadang-
kadang ada perbedaan biayape ayanan, dan hanya
sedikit yang menyatakan selalu ada perbedaan
biaya

Sistem insentif

Adaenam pertanyaan menyangkut sistem
insentif. (1) Keinginan untuk meningkatkan prestas
kerja. Sebagian besar menyatakan bahwamereka
selalu berkeinginan untuk meningkatkan prestasi
kerjadansisanya menyatakan kadang-kadang ada
keinginan untuk meningkatkan prestasi kerja. (2)
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Alasankeinginan untuk meningkatkan prestas kerja.
L ebih dari separoh menyatakan untuk memberikan
pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
dalam rangkamemenuhi kewajiban tugas. Sedikit
responden menyatakan untuk mendapatkan kepua-
san pribadi. Jawaban lain adalah untuk memenuhi
sumpah/janji sebagal PNS, memenuhi tuntutan
masyarakat, untuk mendapatkan promos, dan untuk
memperoleh penghargaan dari pimpinan. (3) Sistem
insentif. Lebih dari separoh responden menyatakan
bahwadiinstans mereka belum ada ssteminsentif.
Juga cukup banyak responden yang menyatakan
sudah ada sistem insentif. (4) Pengaruh insentif
terhadap kinerja Hampir separch responden menja-
wab sangat mempengaruhi, jugacukup banyak yang
menganggap kadang-kadang insentif mempengaruhi
Kinerja, dan sebagian kecil menyatakan instentif
tidak mempengaruhi kinerjamereka. (5) Bentuk
penghargaan terhadap prestasi. Sebanyak separoh
responeden menyatakan pengakuan dari lingkungan
kerjaterhadap eksstens mereka. Yang lain menya-
takan diberikan tanggung jawab yang lebih besar,
adayang mendapatkan promos jabatanyang lebih
tinggi, danstudi lanjut. (6) Bentuk sanks bagi yang
melanggar disiplin. Cukup banyak responden yang
menyatakan bentuk sanks berupapembinaan oleh
pimpinan, sedikit yang diperingatkan oleh pimpinan,
adanya penundaan kenaikan pangkat, sedikit yang
menyatakan pemotongan bonus/insentif, danmutas
kerja.

Semangat kerjasama

Adalimapertanyaan menyangkut semangat
kerjasama, yaitu menyangkut (1) Usaha-usaha
menciptakan kerjasama tim dalam melayani
masyarakat. Sebagian besar responden menyata-
kan selalu melakukan usaha untuk menciptakan
kerjasama. Cukup banyak yang menyatakan ka-
dang-kadang, sedikit yang menyatakantidak pernah
berupayamenciptakan usahakerjasamatim dalam
melayani masyarakat dan tidak memberikan tang-
gapan. (2) Dukungan usahaatau bantuan dari petugas
lain apabila seorang petugas berhalangan hadir.
Hampir separoh responden menyatakan kadang-
kadang ada dukungan usaha, cukup banyak juga
yang menyatakan selalu adadukungan usaha, se-
dangkan yang lain menyatakan tidak pernah ada
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dukungan usaha, ataul tidak memberikan tanggapan.
(3) tindakan yang dilakukan ketika menemui
kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan
merekamemintabantuan dari rekan kerjanyadan
hanyasedikit responden berupayamengatas sendiri
kesulitan yang dihadapi, menundapelayanan. (4)
Koordinas yang baik antar unit memperlancar
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Cukup
banyak responden menyatakan bahwa koordinas
antarunit selalu atau sangat mendukung kelancaran
pemberian layanan kepada masyarakat. Tidak
banyak responden yang menyatakan koordinasi
antarunit hanyakadang-kadang sgjamemperlancar
pemberian layanan kepadamasyarakat. (5) Hanya
mengerjakan tugasyang menjadi tanggung jawabnya
tanpaperlu membantu petugaslain. Hampir separch
responden menyatakan bahwamerekatidak hanya
mengerjakan tugasnya namun juga membantu
petugas lain. Sebagian besar responden juga
menyatakan kadang-kadang membantu petugas
lain. Dan sedikit yang menyatakan selalu
membantu petugas yang lain selain mengerjakan
tugasnya sendiri.

PEMBAHASAN

Secara konseptual diskresi dalam
pemerintahan atau disebut dengan diskres ad-
ministratif adalah sebagal bentuk kewenangan
atau kebebasan yang dimiliki oleh aparatur
pemerintah yang mempunyal kewenangan untuk
mengambil suatu keputusan ataupun mengambil
suatu tindakan dalam sebatas kewenangan yang
dimilikinya, demi kepentingan yang lebih luas.
Diskres dianggap baik apabila setiap tindakan
yang dilakukan ol eh aparatur pemerintah daerah
bertujuan untuk kepentingan publik secara luas
namun tetap dalam batas-batas kewenangan yang
dimiliki sertatidak melanggar aturan yang ada.
Sebaiknyadiskres dianggap kurang baik apabila
aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan
fungsinya selalu berpatokan secara kaku dan
ketat terhadap peraturan sehingga tidak timbul
inovasi, kreativitas serta tindakan yang
didasarkan atas kemampuan logisnya. Selainitu
diskres yang kurang baik ditunjukkan dengan
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sifat aparatur pemerintah yang hanya menunggu
perintah atasan atau tidak segeramenyelesaikan
pelayanan kepada masyarakatnya dan bahkan
menunda-nunda pekerjaan. Padadasarnyaseba-
gian gparatur pemerintah telah menja ankan konsep
diskred tersebut namun dalam pel aksanaannyama
sihtidak cukup jelas pembatasannyakarenatidak
adaaturanyang mengatur. Akibatnya, diskres diang-
gap sebagai suatu kebebasan yang tidak adabatas
bagi gparatur pemerintahan untuk mengambil suatu
keputusan yang belum diatur dalam perundang-
undangan. Hal ini dapat menimbul kan kesawenang-
wenangan pejabat dalam mengambil keputusan.
Dalam kaitanini dapat dilihat dari hasil penelitian
yang dilakukan oleh Saidi (2006:154) tentang
diskresi dan korupsi yang dilakukan oleh Kepala
Daerah. KepalaDaerah sebagal yang mempunyai
kewenangan dalam mengel ola keuangan daerah
(APBD) harusmempunyai keinginan politik (politi-
cal will) yang kuat untuk menjalankan good gov-
ernance sertamemahami bahwaA PBD adad ah uang
rakyat, bukan semata uang negara, yang harus
didistribusikan demi kepentingan rakyat. APBD
yang disalahgunakan ol eh pimpinan daerah atau
aparatur daerah karenaadanyaanggapan bahwa
APBD adalah sebagal uang negara, yang peng-
gunaannyauntuk pengelolaan negara. Salahtafsir
tentang penggunaan uang APBD berdampak pada
pelanggaran hukum yang ujungnya bertentangan
dengan rasa keadilan. Sedangkan menurut
Shintaweti (2007:169) diskres merupakan ha yang
wajar terjadi di negaramaju (welfare state), untuk
memperlancar peayanan publik, karenatidak semua
masalah dapat dimasukkan dalam peraturan
pemerintahan. Faktor yang penting dalam
penggunaan diskres adalah diskres tersebut harus
transparan dan akuntabel dalam mewujudkan good
governance. Permasalahan di Indonesia adalah
belum diaturnya mengenai sejauhmana aparatur
pemerintah melaksanakan diskres tersebut.

Dari survey yang dilakukan terhadap apa-
ratur pemerintah kota Depok makaadagambaran
bahwadiskres cukup bak. Hal ituterindikas dari
tindakan sertainisiatif yang diambil oleh aparatur
pemerintah ketikapimpinantidak beradaditempat
antaralain dengan memintabantuan teman kerja
ataupun denganinisatif sendiri untuk memecahkan
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masal ah pekerjaan dalam melayani publik, selain
tidak harus selalu mengikuti prosedur yang telah
ditetapkan. Diskresi yang cukup baik tersebut
dilakukan dengan kesadaran bahwa sgjauh tidak
mel akukan pel anggaran hukum dan dengan tujuan
demi kelancaran pelayanan yang diberikan kepada
publik, makadiskres kewenangan dapat dilakukan.
Hasil penditianini berbedadengan penelitianyang
dilakukanoleh Irawanto (2004 :118-119) menyang-
kut dinamikamultikulturalisme aparatur birokras
pemerintah K otaBanjarmasin dimanadisebutkan
bahwadilihat dari aspek pengungkapan ide2 para
aparaturnya dalam bentuk pemikiran, sikap dan
perilaku, dimanapel uang diberikannyakel el uasa-
annya untuk memasukkan prakarsa segenap
karyawan masih kecil.

Sd ah satu agpek yang penting ddamrangka
kinerja aparatur pemda adalah adanya orientasi
terhadap perubahan yaitu sgauh mana aparatur
pemdamenyikapi keadasan sekelilingnyayang sddu
berubah sertabersediauntuk menerimaperubahan,
gpakah sadar dan mau menerimakondis lingkungan
yang selalu berubah atau pesimis dan resistensi
terhadap perubahan. Seperti disampaikan oleh
Latunreng (2009:36), bahwa perubahan sikap dan
perilaku gparat sangat penting dalam upayamel aku-
kan perubahan dalam reformas birokrasi. Perilaku
arogan dari gparat sebaga peninggaan harusdiubah
menjadi perilaku pelayan yang selalu berorientas
padapel ayanan masyarakat. Pentingbagi aparatur
pemdauntuk mau menerima perubahan karena
memang adanyatuntutan kearah perubahan maupun
adanya tuntutan dari masyarakat yang selalu
berkembang. Orientas terhadap perubahan juga
perlu diikuti puladengan kesadaran untuk selalu
mengikuti perkembangan dunia luar terutama
menyangkut perkembangan ilmu dan teknologi.
Orientas kearah perubahan ditandal dengan adanya
tindakan nyatadari gparatur pemko untuk melakukan
perubahan yang intinyamemberikan kesempatan
kepadaaparatur pemko untuk mel akukan peruba-
han sehinggadiharapkan pel ayanan kepada publik
akanmenjadi lebih baik. Konsep orientas terhadap
perubahan merupakan konsep yang bertentangan
dengan kemapanan, sshinggasemakintinggi orientad
terhadap perubahan akan diikuti dengan semakin
rendah orientas kemapanan. Sedangkan Nazarina
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(2008:83) menyatakan bahwa penting mengubah
perseps dan paradigmabirokras mengenai konsep
pelayanan. Datayang diperolen dari hasil survey di
pemko Depok dalam kaitannyadengan orientas
terhadap perubahan dari para aparatur pemko
Depok maka terdapat kencenderungan bahwa
orientas terhadap perubahan yang dimiliki oleh
aparatur pemdakotaDepok dianggap baik. Selain
banyak aparatur pemda yang menganggap penting
bagi merekauntuk mengikuti penataran, pelatihan,
studi banding atau studi lanjut untuk pengembangan
diri mereka, jugaditindak lanjuti dengan cukup
banyaknyaaparatur pemerintah daerah yang ikut
kegiatan penataran, pelatihan ataupun studi lanjut.
Motivas merekauntuk selalu mengikuti perubahan
yangterjadi yaitu dengan caramengikuti penataran,
pel atihan atau studi banding karenamerekamempu-
nyal motivas untuk dapat memberikan pelayanan
kepadamasyarakat dengan |ebih baik dengan cara
meningkatkan dan mengembangkan kemampuandiri
merekadimanakondis tersebut jugadidukung oleh
ingtitusinya. Aparatur pemdajugamenunjukkan
orientas terhadap perubahan dengan caramembaca
buku dengan harapan dapat menambah wawasan
pengetahuan yang terkait dengan tugas dan peker-
jaannya. Namun orientas terhadap perubahantidak
terlepasdari peran pimpinan dan dukungan pimpinan
sehinggamotivas sertainisatif yang dimiliki oleh
gparatur pemerintah daerah tidak mengalami ham-
batan. Hasil penditian di Chinamenjelaskan bahwa
“civil reform service in China needs continued
commitment from the top political leadership as
well as senior civil servants in the central gov-
ernment and local government bureaucracies”
(Tong, et al, 1999:193).

Budayapaternalisme dapat diterjemahkan
sebagal suatu sistem yang meletakkan pimpinan
dalam suatu lembaga sebagai pihak yang paling
penting dan menentukan.

K eberadaan paternalisme dapat berkem-
bang dan tumbuh subur karena didukung dan
dipengaruhi oleh kultur feodd dimanasistemnilal,
adat dan budayasdeldumenjunjungtinggi penguasa
sebagai orang yang selalu diposisikan yang paling
atas. BudayaJawajugadianggap mempengaruhi
munculnyabudaya paternalisme, dimanaseorang
ayah sangat dihormati oleh seorang anak sehingga
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seorang anak harus selalu menurut apa yang
diperintah orang tuatanpamampu mengekspresikan
apayang menjadi keinginannya. Oleh karenaitu
budaya paternalisme mengumpulkan budaya
partisipasi dan demokrasi karena dalam budaya
paternalisme hampir tidak dikenal partisipas dan
demokrasi. Peranan ayah atau pemimpin menjadi
sentral ddam segalaaktivitasorganisas. Akibat dari
budaya paternalisme ini mengakibatkan
tercampurnyaantarakepentingan organisasi dan
kepentingan pimpinan. Dalam kaitannyadengan
aspek pelayanan kepada publik maka budaya
paternalisme dapat merugikan masyarakat karena
seorang gparatur pemdasebaga bawahan akanlebih
mementingkan kepentingan pimpinan dibandingkan
kepentingan masyrakat. Survey menunjukkan
bahwabudayapaternalismedi pemerintahan kota
Depok tidak cukup terlihat atau nyata. Terlihat
adanyakecendurangan yang cukup banyak diantara
aparatur pemerintahan kota Depok untuk berani
mengingatkan pimpinan secaralangsung sewaktu
pimpinan melakukan kesalahan. Selainitu cukup
banyak aparatur yang kurang mempedulikan
kepentingan pribadi pimpinannya, menganggap
pimpinantidak kebal terhadap kritik yang dilaku-
kan oleh bawahan. Hal ini mungkin disebabkan
latar belakang budayaaparatur pemerintahan kota
Depok yang berbeda-beda mengingat |etak kota
Depok berdekatan dengan Ibukota Jakarta
sebagai kota yang multikultural, sehingga apa-
ratur pemdakota Depok jugamemiliki beragam
budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Karyana
(2005:155) menyangkut hubungan antara atasan
dan bawahan maka diketahui bahwa frekuensi
hubungan hirarki pekerjaan dan dergjat/intensitas
kemampuan berkomunikasi timbal balik antara
atasan langsung dan bawahan langsung,
meningkatkan optimalisasi kinerja. Brinkerhoff
dan Goldsmith (2004:182) meneliti mengenai
Good Governance, Clientelism, and Patrimo-
nialism: New Perspective on Old Problems
menjelaskan bahwa hubungan patron klien ter-
jadi dalam suatu situasi yang ketidaktentuan dan
keti daksejahteraan, dan sebaliknyamenjadi tidak
penting apabilaterdapat banyak sumber-sumber
(resources), walaupun hubungan patronklien tidak
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pernah benar-benar hilang dari lingkungan sosial
kemasyarakatan. Hubungan patron klien adalah
jelek bagi tujuan pembangunan terutama karena
menciptakan ketidakpedulian bagi aparatur
pemerintah dalam rangkainvestas publik.

Etika pelayanan dalam kaitannyadengan
pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur
pemda ditunjukkan dengan perilaku yang
dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari sewaktu
memberikan pel ayanan kepada masyarakat. Hasl|
penelitian yang dilakukan oleh Dahren (2008:
103) menyatakan bahwa pegawai perlu mem-
perhatikan dan dan memiliki kesadaran untuk
melaksanakan kode etik pegawai. Etika yang
diharapkan dapat dimiliki oleh aparatur pemda
dalam rangka melayani publik adalah yang me-
miliki sifat adil dan tidak diskriminatif, cermat,
santun dan ramah, tidak mempersulit, sertamem-
punya komitmen untuk menghargal hak-hak
yang dimiliki publik. Nawawi (2007:191) menya-
takan bahwa sebaiknya aparatur pemerintah
dalam memberikan pelayanan kepada masyara-
kat tidak memihak pada kepentingan kelompok
dan pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka
jelas akan menimbulkan iri hati bagi masyarakat
karena ada perbedaan perlakuan bagi masyarakat
dalam pelayanan publik.

Aparatur pemerintah juga tidak semba-
rangan memberikan informasi yang seharusnya
tidak boleh diberikan kepada publik, seperti yang
disampaikan oleh Dryburgh (2010:144) dimana
dia menyatakan bahwa “....The organization
should provide civil servants with feasible guide-
lines that clearly state the type of information
that the organization does not want the employee
to share ““. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
etika yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan
kota Depok pada umumnya dianggap baik. Hal
tersebut dapat ditunjukkan dengan sebagian besar
aparatur pemerintahan yang menyatakan tidak
membedakan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Pada umumnya pembedaan
dalam pemberian layanan kepada masyarakat
didasarkan atas tinggi rendahnya status sosial
ekonomi, kedekatan hubungan sosial dengan
aparatur, penampilan fisik penggunajasalayanan,
suku atauras, efiliad politik, sosad kemasyarakatan,
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tingkat intel ektua penggunajasa. Dengandemikian
Jjikaadamasyarakat yang menginginkanlayananoleh
aparatur pemerintahan kota Depok, merekaakan
memperol eh perlakuan yang samadengan pengguna
jasalainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan citra
yang positif bagi aparatur pemdakarenapandangan
dari masyarakat yang menganggap pelayanan yang
baik yang dilakukan oleh gparatur pemdaterhadap
masyarakat. Ha lainyang penting dari hasil penditian
menyangkut etika pelayanan adalah adanya
pelayanan yang baik yang diberikan oleh apa-
ratur pemda dalam melayani masyarakat seperti
pemberian sapaan yang ramah kepada masya-
rakat, penerapan sistem antri yang efektif dimana
prioritasdiberikan sesuai dengan daftar urut antri,
tidak menerapkan permintaan uang pelicin
kepada masyarakat, atau kesiapan aparatur
pemdauntuk memberikan penj el asan secarame-
muaskan bagi masyarakat yang menanyakan
suatu permasalahan. Memang disadari bahwa
sebagal aparatur pemerintah yang penghasilan-
nya pada umumnya di bawah pegawal swasta,
fungs pelayanan publik cukup berat sehinggater-
kadang harus melakukan korupsi maupun pela-
yanan diskriminasi dalam pelayanan publik.
Seperti yang disampaikan oleh Caiden &
Sundaram ( 2004:382) “ public service is rarely
highly lucrative unless one considers options of
corruption and under-handed deals”.

Salah satu faktor yang menentukan ting-
kat kinerja aparatur pemda dalam melayani
masyarakat adalah sistem insentif yang diberikan
oleh lembaganya. Walaupun insentif bukan meru-
pakan satu-satunyafaktor yang penting dalam pe-
nentuan kinerjaaparatur pemda, namun diyakini
dengan instentif yang dianggap memadai oleh
aparatur pemda makamerekadapat menjalankan
tugas dan pekerjaannya dengan baik. Listiani
(2007:317) menyatakan bahwa penting bagi se-
orang aparatur pemerintahan untuk ikut dalam
berbagai pendidikan dan pelatihan, secara aktif
mengikuti berbagal sosialisasi LAKIP/SAKIP
dalam memahami filosofi kinerja pemerintah
secaralebih mendalam, dan mel akukan studi ban-
ding. dengan cara seperti itu diharapkan adanya
penghargaan bagi seorang aparatur pemerintahan
dalam menja ankan tugas dan tanggung jawabnya.
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Seperti juga disampaikan oleh Widhyharto
(2008:18-19), merujuk padadinamikadan kom-
pleksitas persoal an kepegawai an, pengambil kepu-
tusan perlu melihat kembali perilaku profesional
Pegawal Negeri Spil (PNS), dengan berbagal upaya
untuk menjamin kebutuhan PNS. Perilaku
profesional PNS akan muncul ketikaPNStidak |agi
memikirkan uang tambahan untuk menyekol ahkan
anak, atau mencicil rumah atau motor. Prinsip
pemberianinstentif adalah semakin tinggi kinerja
seseorang maka semakin tinggi insentif yang
diberikan. Insentif tidak harus berupapemberian
uang, namun dapat jugaberupapenghargaan dan
pemberian rasatanggung jawab. Seorang pegawal
karenakinerjanyayang baik dapat diberi tugasdan
tanggung jawab yang lebih besar oleh pimpinannya.
Adahubungantimba balik antarassteminsentif dan
peningkatan kinerja. Dengan sisteminsentif yang
baik makadiharapkanterjadi peningkatan kinerja,
dan sebaliknya dengan peningkatan kinerjamaka
aparatur pemda juga mengharapkan adanya
pemberianingentif yang memada. Namundemikian
daam kaitannyadengan sstem insentif dalam suatu
organisasl, tidak dibenarkan bagi suatu institusi
pemerintah daerah untuk memperoleh danadengan
carayang kurang terpuji apaagi hd itu menyangkut
hubungannya dengan masyarakat, karena
kemungkinan akan muncul anggapan bahwaaparatur
pemerintah daerah bersifat mengada-ada dalam
mencari dana dari masyarakat, dan hal itu akan
bertambah buruk apabilapimpinan tidak memper-
hatikankondis seperti itu. Dari suatu hadl penditian
di suatu insitusi Polisi disebutkan bahwa tidak
adanyatindakan hukum atau sanks terhadap pelang-
garan yang telah dilakukan aparaturnyamakahal
tersebut cenderung menjadi budayadi lingkungan
Polres sehinggaadakesan dikondis kan untuk men-
cari danayang tidak jelas penggunaannya(Hasbar,
2007:168).

Dari survey yang dilaksanakan maka diperoleh
hasil dimana pada umumnya pemberian insentif
untuk aparatur pemerintah kota Depok tidaklah
buruk. Aparatur pemdakota Depok sebagian besar
mempunyal keinginan untuk meningkatkan prestas
kerjanya. Adapun harapan bagi prestas kerjayang
baik antaralain adanyapengakuan dari lingkungan
kerjaataseksistens mereka, pemberiantanggung
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jawab yang lebih besar, promos jabatan yanglebih
tinggi, atau pemberian kesempatan untuk studi lanjut.
Kondisi tersebut dianggap kondusif dalam ling-
kungan suatu organisas terutamaorganisas pemerin-
tah daerah karenasudah menjadi pandangan umum
bahwapadaumumnyaprestas kerjagparatur pemda
sangat tidak memadai terutamasewaktu berhubu-
ngan dengan pel ayananakepadamasyarakat. Tidak
ada dampak perbedaan yang nyata bagi aparatur
pemdayang berkinerjatinggi dengan yang rendah.
Ha yang positif yang diperoleh dari hasil pendlitian
menunjukkan bahwa al asan untuk meningkatkan
prestas kerjaada ah untuk bagaimanamerekadapat
memberikan pelayanan dan pengabdian kepada
masyarakat dalam sesual dengan tugas mereka.
Namun kinerjayang dilakukan oleh gparatur pemda
terutamayang di garisdepan yang langsung berhu-
bungan dengan masyarakat harus puladiimbangi
dengan ggji atau pendapatan yang memadal.
Faktor lain yang penting dalam kaitannya
dengan kinerjaaparatur pemda adal ah semangat
kerjasama. Padaumumnyapekerjaan dibagi men-
jadi duayaitu pekerjaan yang dilakukan olehindividu
dan pekerjaan yang harus atau dapat dikerjakan
secarabersama-sama. Walaupun suatu pekerjaan
bergfat individua , namun gpabilasuatu pegawva men-
dapatkan kesulitan makadiadapat mintabantuan
kepadarekan kerjayanglain, danini disebut dengan
semanga kerjasama. Dengan demikian dalam agpek
semangat kerjasamaakan muncul keinginan dari
pribadi gparatur pemdauntuk berusahamenciptakan
kerjasama, adanyadukungan dari pihak lain baik
teman kerjaataul pimpinan, ataupu koordinas kerja
antar aparatur. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa semangat kerjasamayang ditunjukkan oleh
aparatur pemdakota Depok adalah baik. Hal ini
dapat dilihat dari besarnya persentaseyang menya
takan adanyausahayang seld u dil akukan oleh apa-
ratur pemdauntuk menciptakan kerjasama. Dengan
usahatersebut menunjukkan adanyakesadaran dari
aparatur pemda tentang pentingnya semangat
kerjasama (esprit de corps) antar aparatur pemda
dalam melayani masyarakat. Dukungan kerjasama
juga sangat diharapkan dari rekan kerja mereka
dimanahasi| pendlitian menunjukkan bahwaketika
seorang petugas berhalangan hadir maka akan
dibantu olehrekan kerjanya, demikian pulasewaktu
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seorang aparatur menghadapi kesulitan dalam
memberikan pel ayanan kepadamasyarakat. Pem-
berian pelayanan ddam suatu instans dapat melibat-
kan unit-unit yang lainnya. Peranan unit laindiper-
|ukan sepanjang dibutuhkan dan mampu membantu
penyelesain masal ah yang dihadapai suatu unit.
Semangat kerjasamadapat jugadikaitkan dengan
koordinas antarunit dimanaaparatur pemerintah
menganggap bahwakoordinas antarunit selau dan
sangat mendukung kelancaran pemberian layanan
kepada masyarakat. Agar kondisi kerjasama
antargparatur pemerintah dapat berjalan dengan baik
maka aspek yang perlu diperhatikan adalah
menyangkut aspek komunikag, seperti diungkapkan
oleh Liversedge(2009:86) dimana“first and most
obvious is the importance of communications in
developing a strong relationship™. Ingraham
(2005:395) mengatakan keberhasilan kinerja
memerlukan berbagai prakondis, pengembangan
kapaditas, pengukurankinerja, pimpinanyang hebat,
dan semuanyasaling terkait, tidak adayang dapat
dikatakan manayang harusdidahul ukan, pengem-
bangan kapaditas atau pengukuranyang balk, namun
kerjabersama (working together) sebagai landasan
untuk mencapai tujuan organisas. Hasll pendlitian
ini agak berbedadengan suatu pendlitianyangjuga
dilakukan Salam (2003:262) di Kabupaten dan
KotaBogor dimanahasi| penditianitu menunjukkan
bahwakinerjaaparatur pemerintah daerah masih
rendah, disebabkan belum adanyakoordinas dan
kebersamaan antar unit terkait dalam menanganai
persod an yang adakhususnyamenyangkut transpor-
tasi. Perbedaan ini mungkin disebabkan karena
kemampuan SDM aparatur Dinas Perhubungan
Kabupaten Bogor dan DinasLau Lintasdan Jalan
KotaBogor yang belum memadai. Selainitukerja-
samaantar aparatur akan tidak efektif dan dapat
menimbulkan ha-ha yangtidak diinginkan, karena
adaanggapan masing-masing pegawai sudah sibuk
dan tidak ingin dibebani dengan tugas lain yang
bukan menjadi tugas pokok (Rinasari,1998:95).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat
ditarik bebergpas mpulan bahwakinerjapelayanan
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publik para aparatur pemerintah pada Pemkot
Depok berdasarkan enam faktor determinan yang
pertamaadal ah menyangkut kewenangan diskres
dimana pada dasarnya kewenangan diskresi di
lingkungan Pemkot Depok termasuk daam kategori
cukup baik. Namun demikian, ketikamenghadapi
kesulitan dalam menyelesaikan tugas, budaya
memintapetunjuk kepadaatasan terasamasih cukup
terlihat danjugainisatif sendiri ddamhal ini masih
sangat kurang. Di sampingitu, kecepatan pelayanan
oleh petugasjugabel um menggembirakan, karena
cukuptinggi petugasyang memintamasyarakat untuk
melengkapi persyaratan adminisratif yang dibutuh-
kan, tanpamemproses permohonan yang digjukan
masyarakat.

Faktor selanjutnya adalah menyangkut
orientasi pegawai di lingkungan Pemkot Depok
terhadap perubahan dimanafaktor orientas pegawa
yangterjadi di lingkungan Pemkot Depok termasuk
dalamkategori cukup baik. Hal ini ditanda dengan
kesadaran pegawal yang cukup tinggi terhadap
manfaat penatarary/pe atihan, studi banding atau studi
lanjut bagi pengembangan aparatur pemerintah.
Selain itu motivas mereka mengikuti kegiatan
tersebut dilandasi dengan keinginan untuk
meningkatkan kemampuan dalam memberikan
pelayanan kepadamasyarakat. Sdanjutnya, pegawai
yangdikirimuntuk mengikuti kegiatan penatarandan
sebagainya adalah sesuai dengan tugas dan
pekerjaannya, bukan pegawai yang dekat dengan
pimpinan. Adapun faktor budaya paternalisme
masih terlihat cukup kentara. Hal ini ditandai
dengan budaya meminta petunjuk kepada pim-
pinan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari
masih cukup kental. Walaupun demikian,
pegawal jugaberani mengingatkan secaralangsung,
tanpa melalui pihak ketiga, ketika pimpinan
melakukan kesalahan. Di lain pihak, pegawai di
lingkungan Pemkat Depok memiliki etikayang relatif
baik dalam mel aksanakan pekerjaannyamelayani
masyarakat. Hal ini ditandal dengan perilaku mereka
yang sebagian besar tidak pernah membeda-
bedakan pelayanan kepada berbagai anggota
masyarakat, apa agi mintauang pelicin. Selainitu,
sebagian besar dari pegawal juga memberikan
|layanan berdasarkan urutan dalam antrian, bukan
didasarkan kepada hubungan persaudaraan dan
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pertemanan. Sebagian besar dari responden juga
berupayamemberikan penjel asan secarajelasdan
memuaskan ketika adaanggota masyarakat yang
menanyakan penyel esaian kasusnya, dan secara
umum merekajugatidak mau melayani masyarakat
yang mintasegeradilayani, jikahal itu melanggar
hukum. Adapun menyangkut ssteminsentif di ling-
kungan Pemkot Depok pada dasarnya termasuk
kategori cukup baik. Namun bentuk penghargaan
bagi pegawai yang berprestas berupa promosi,
tanggung jawab yang lebih besar, studi lanjut
meas h perludilakukan. Bentuk penghargaanini lebih
kepada pengakuan eksistensi mereka dari ling-
kungan kerja. Wal aupun begitu keinginan mereka
untuk meningkatkan prestasi kerjaterlihat relatif
tinggi, dengan dasan utamaddam rangkapemberian
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Semangat kerjasamatermasuk dalam kategori cukup
baik. Hal ini ditandai dengan perilaku meminta
bantuan dari rekan sekerja ketika salah seorang
diantaramerekamenga ami kesulitan dalam mel ak-
sanakan pekerjaannya. Demikian puladengan koor-
dinas antar unit yangrelatif baik. Namun kesadaran
pribadi untuk memberikan bantuan kepadarekan
kerjayang mengdami kesulitan terlihat mashkurang.
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